ABSTRAK

Moch. Faisal Rais, NIM 1223030063, 2026, “Politik Hukum Penerapan
Standar Kompetensi Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus di
Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Sumber
Kabupaten Cirebon Dan Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat
Indonesia Cirebon Raya).”

Penerapan standar kompetensi advokat merupakan instrumen penting dalam
menjamin profesionalitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan
peradilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada awalnya
menganut sistem single bar, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
101/PUU-V11/2009, Nomor 112/PUU-X11/2014, dan Nomor 36/PUU-XI11/2015
yang diperkuat Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015,
berkembang menjadi sistem multi bar yang berdampak pada ketidakseragaman
standar kompetensi advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap standar kompetensi advokat di Indonesia, implementasi standar
kompetensi advokat padaDPC PERADI Sumber Kabupaten Cirebon dan DPC KAI
Cirebon Raya, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori Siyasah
Qadhaiyyah, teori Politik Hukum, dan teori Kepastian Hukum sebagai landasan
dalam menganalisis politik hukum, implementasi standar kompetensi advokat, serta
relevansinya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative
approach), pendekatan historis (historical approach), Pendekatan Kasus (case
approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah
mengubah penerapan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat melalui penafsiran konstitusional yang mendorong perubahan
sistem single bar menjadi multi bar serta berdampak pada ketidakseragaman standar
kompetensi advokat. Implementasi standar kompetensi padaDPC PERADI Sumber
Kabupaten Cirebon dan DPC KAI Cirebon Raya masih menunjukkan perbedaan
dalam penyelenggaraan PKPA, ujian profesi, magang, dan penegakan kode etik
akibat belum adanya standar kompetensi nasional yang seragam. Dalam perspektif
Siyasah Qadhaiyyah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
keadilan (al-'adl), kepastian hukum, dan kemaslahatan (maslahah), sehingga
diperlukan harmonisasi standar kompetensi nasional dan penyempurnaan regulasi
berdasarkan prinsip magasid al-syari‘ah.
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